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Menimbang

PEKERJA RADIASI DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan
Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai
Negeri Sipil yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di
Bidang Kesehatan perlu disesuaikan dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang
Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi
bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja sebagai Pekerja
Radiasi di Bidang Kesehatan;



Mengingat

—
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang
Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri yang
Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 279);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015
tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya
Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja sebagai
Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1280);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1508);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NILAI
TINGKAT TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA
RADIASI DI BIDANG KESEHATAN.

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat
Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang
Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1280), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud
dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pekerja Radiasi adalah setiap Pegawai Negeri Sipil
atau anggota TNI/POLRI yang bekerja di instalasi
nuklir atau instalasi radiasi pengion yang
diperkirakan menerima dosis tahunan melebihi
dosis untuk masyarakat umum.

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas
penunjang pelayanan kesehatan yang dilakukan

oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
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4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9
Penetapan dan penghentian tunjangan bahaya radiasi
ditetapkan menteri, gubernur, bupati/walikota atau
pimpinan kementerian/lembaga setelah menerima
usul dari pimpinan unit kerja Pekerja Radiasi yang

bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 23
Penetapan dan penghentian tunjangan bahaya radiasi
bagi anggota TNI/POLRI dan/atau Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan TNI/POLRI sebagai Pekerja Radiasi
diatur dengan Peraturan Menteri/pimpinan lembaga

bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak

tanggal 25 Januari 2017.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 423

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
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